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Abstrak  
Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif ekonomi moneter terhadap LKM diperoleh 
gambaran sebagai berikut: (a) Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai 
intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan 
umum atau bank konvensional, (b) Secara factual pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan, 
namun keberhasilannya masih belum bias di anggap pas pada usaha-usaha ekonomi non pertanian. 
Perkreditan LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh relatif kecilnya plafon 
(alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari 10 % terhadap total plafon LKM, (c) Faktor 
kritis dalam pengembangan LKM sector pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas 
pengurus, dukungan seed capital, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan 
teknis nasabah/pengguna jasa layanan LKM, (d) Untuk memprakarsasi penumbuhan dan pengembangan 
LKM pertanian diperlukan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon pengelola LKM, 
dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit. Upaya 
pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, 
diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha 
Kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai 
kemauan dan kemampuan produktif. Meskipun kontribusi UKM dalam PDB semakin besar, namun 
hambatan yang dihadapinya besar pula, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan 
dari lembaga-lembaga keuangan formal. 
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Abstract 
Using a qualitative descriptive analysis of the MFI monetary economics obtained a description as follows: 
(a) the existence of MFIs recognized community has a strategic role as intermediary in economic activity 
that has not affordable public services banking institutions or conventional banks, (b) In factual service 
for MFIs have shown success, but success is still not considered appropriate bias on the efforts of non-
agricultural economy. MFI lending to farming has not received the priority, it is characterized by a 
relatively small number ceiling (allocation) to support farming, which is less than 10% of the total ceiling 
of MFIs, (c) a critical factor in the development of the agricultural sector MFIs located on the legality of 
the institutional aspects, capabilities administrators, support for seed capital, the economic viability of 
farming, farm characteristics and technical assistance clients / service users MFI, (d) To initiate the 
growth and development of agriculture MFI is required for fostering enhanced capabilities for HR 
candidates MFIs, support the strengthening of capital and technical assistance customer credit users. 
Poverty alleviation can be done for example by breaking the chain of poverty itself, such as by granting 
broad access to sources of finance for Small and Micro Enterprises (SMEs) which is basically a part of 
the poor who have the willingness and ability to productively. Although the contribution of SMEs in GDP 
bigger, but the greater the obstacles it faces, including difficulty accessing sources of financing from 
formal financial institutions. 












Pembangunan ekonomi pedesaan sebagai bagian 
integral dari Pembangunan Ekonomi Nasional, namun  
keberhasilannya banyak di gantikan oleh kegiatan 
usahatani. Hal itu merujuk beberapa fakta, sebagian besar 
masyarakat di pedesaan menggantungkan hidupnya dari 
kegiatan usahatani. Oleh karena itu tidak heran, kegiatan 
usahatani sering dijadikan indikator pembangunan 
ekonomi pedesaan. 
Maka di dalam praktek usahatani sendiri, 
diperlukan inovasi teknologi yang baru guna mendorong 
peningkatan produktivitas dan produksinya. Namun 
kelemahan petani justru pada inovasi teknologi yang 
relatif rendah karena sulit untuk menggunakan alat 
modern sebagai alat yang begitu canggih namun dampak 
penguasaan modal usahatani yang lemah. Untuk 
mengatasi kekurangan modal usahatani, petani biasanya 
mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber 
dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) 
maupun kelembagaan jasa keuangan non formal. Namun 
umumnya karena petani sering tidak memiliki akses 
terhadap lembaga perbankan konvensional, maka ia akan 
memilih untuk berhubungan dengan lembaga jasa 
keuangan informal seperti petani pemodal (pelepas uang - 
rentenir), atau mengadakan kontrak dengan pedagang 
sarana produksi dan sumber lain yang umumnya sumber 
modal tersebut mengenakan tingkat bunga yang terlalu 
tinggi dan mengikat. Kondisi demikian berdampak buruk 
tidak saja bagi petani akan tetapi juga merusak tatanan 
perekonomian di pedesaan. 
Dan ada beberapa hal tersebut, keberadaan 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pertanian akan 
menjadi salah satu solusinya. LKM pertanian memiliki 
peran strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas 
perekonomian bagi masyarakat tani yang selama ini tidak 
terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum atau 
bank konvensional. 
Di lingkungan masyarakat, telah banyak LKM 
yang menyediakan kredit dengan pola yang beragam, 
namun umumnya bergerak dalam fasilitasi pembiayaan 
bagi usaha-usaha ekonomi non pertanian. Oleh karena itu 
muncul persoalan tentang sejauh manakah keberadaan 
LKM di lingkungan masyarakat pedesaan mampu 
menjalankan perannya dalam fasilitasi pembiayaan 
usahatani, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
keberlanjutan LKM tersebut dan Bagaimanakah strategi 
pengembangan LKM ke depan yang efektif untuk 
mendukung usahatani. 
Maka dari itu saya bertujuan membahas fenomena 
LKM dan perspektifnya dalam pembangunan ekonomi 
pedesaan dengan fokus pada adopsi inovasi pertanian, 
sertamengungkap faktor-faktor kritis keberhasilan LKM 
dan menyusun strategi pengembangan LKM ke depan 
untuk mendukung kegiatan usahatani. 
Hasil pembahasan akan berguna selain untuk 
melengkapi wacana LKM yang sudah ada, juga menjadi 
bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait 
pembangunan ekonomi pedesaan ke depan. 
Dan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro 
(LKM) sendiri, tidak terlepas dari perkembangan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM 
terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat 
dipandang sebagai tombak penyelamat dalam proses 
pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju 
pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. 
Perkembangan sektor UMKM yang demikian 
menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas 
kekuatan domestiknya, jika hal ini dapat dikelola dengan 
baik dan dikembangkan dengan baik pula tentu akan dapat 
mewujudkan usaha menengah yang tangguh 
inovatif,kreatif, dan mandiri untuk mewujudkan usaha-
usaha baru  seperti yang terjadi saat perkembangan usaha-
usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, 
disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada 
masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: 
pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas 
produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih 
lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta 
ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber 
pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal 
khususnya dari perbankan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah: a) Menganalisis 
peranan LKM sebagai sumber pembiayaan UKM, b) 
Menganalisis potensi dan permasalahan LKM yang dapat 
dijadikan sebagai dasar pengembangan di masa depan, 
yang memungkinkan menjadi salah satu pilar sistem 
keuangan nasional. 
Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai 
intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika 
fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut 
dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi 
disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan 
tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan 
hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. 
Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan 
lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai 
tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan 
masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara 
yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi 
lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang 
dilakukan oleh masyarakat miskin.  
Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan 
melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat 
langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa 
transfer payment dari pemerintah misalnya, program 
pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga 
berencana, maupun usaha yang bersifat produktif 
misalnya melalui pinjaman dalam bentuk micro credit.  
Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan 
kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan 
merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang 
akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula 
ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena 
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menjadi pengusaha atau karena trickle down effect dari 
semakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna Wijaya: 
2005).  
Menurut Marguiret Robinson (2000), pinjaman 
dalam bentuk micro credit merupakan salah satu upaya 
yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut 
didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya 
terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang 
mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (the 
extreme poor) yakni mereka yang tidak berpenghasilan 
dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat 
yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan 
ekonomi (economically active working poor), dan ketiga, 
masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) 
yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak 
banyak. 
Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit 
Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian 
kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk 
membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar 
menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka 
peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, 
“programmes extend small loans to very poor for self-
employment projects that generate income, allowing them 
to care for themselves and their families” (Kompas, 15 
Maret 2005). Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan 
kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada 
para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun 
kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling 
banyak seratus juta rupiah per tahun.  
Lembaga keuangan yang terlibat dalam 
penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development 
Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (microfinance) 
adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan 
(deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi 
jasa (payment services) serta money transfers yang 
ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil 
(insurance to poor and low-income households and their 
microenterprises). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: 
(1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) 
lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, 
dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang. 
LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi 
menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank 
serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI 
Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). 
Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan 
pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana 
kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola 
pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok 
swadaya masyarakat (KSM), dan credit union. Meskipun 
BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, 
namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan 
metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan 
masih kesulitan mengaksesnya. 
 
METODE 
Penelitian ini adalah library research (penelitian 
kepustakaan) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peranan LKM sebagai sumber pembiayaan UKM  
Keberadaan LKM tersebar di berbagai bidang 
dengan instansi pembina yang berbeda-beda mulai dari 
Bank Indonesia, Departemen atau Dinas Perkoperasian 
dan UKM hingga pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi 
karena belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas 
keberadaan LKM, walaupun ada masih parsial. 
Kelembagaan ini sangat penting karena secara hukum 
akan melandasi operasional mereka, namun harus 
dihindari dengan adanya ketentuan akan menghambat 
perkembangan LKM itu sendiri. Upaya yang saat ini 
sedang dilakukan oleh pemerintah dengan merancang 
Rancangan Undang-Undang tentang LKM hendaknya 
dilakukan secara intensif dan mendalam dalam arti 
muatan RUU ini harus mencerminkan karakteristik LKM 
di Indonesia, agar tujuan yang diinginkan tercapai. 
Aspek lain yang perlu diperhatikan, bahwa LKM 
sebagaimana lembaga-lembaga keuangan formal lainnya 
menempatkan faktor kepercayaan sebagai hal yang utama 
dalam perekonomian. Jika Bank Indonesia mempunyai 
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai blue print 
dalam mengembangkan dan memperkuat lembaga 
perbankan menjadi industri keuangan yang tangguh, 
maka pemerintah hendaknya juga memiliki blue print 
yang sama dalam pengembangan dan penguatan industri 
LKM. Kenyataan menunjukkan industri perbankan yang 
tangguh tidak otomatis mengangkat UKM menjadi lebih 
besar, karena sangat sedikit porsi pembiayaan yang 
disediakan untuk pelaku UKM. 
Bila LKM sudah diarahkan untuk menjadi lebih 
kuat, maka harus dilanjutkan. dengan dukungan yang 
lain, misalnya banyak LKM yang mengandalkan 
penerimaannya dari sumber-sumber pihak ketiga yang 
mayoritas dari perorangan. Untuk memberi rasa aman 
dan percaya masyarakat kepada eksistensi LKM wajar 
jika pemerintah memberikan jaminan atas uang yang 
telah ditempatkan masyarakat kepada LKM, misalnya 
semacam jaminan atas simpanan yang ditempatkan para 
nasabah di lembaga perbankan. Begitu pula dengan kredit 
yang telah disalurkan kepada masyarakat. 
 Komitmen Dalam Memperkuat UKM 
Perkembangan LKM pada dasarnya mengikuti 
perkembangan aktifitas usaha para pelaku UKM, jika 
UKM semakin menghasilkan nilai tambah yang semakin 
besar maka kebutuhan akan pembiayaan bagi UKM 
semakin besar pula yang berarti pasar usaha LKM 
semakin terbuka luas. Sehingga usaha-usaha untuk 
memperkuat UKM menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan jika menginginkan LKM semakin kuat.  
Sebagaimana diawal telah diungkapkan, masalah 
pokok UKM mencakup pertama, masih sulitnya akses 
UMKM pada pasar atas produk-produk yang 
dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan 
dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses 
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terhadap sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-
lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan. 
Masalah pertama dan kedua yang akan menjadi pusat 
perhatian, upaya untuk membuka pasar secara luas 
terhadap produk-produk UKM merupakan hal yang 
utama. Begitu pula upaya-upaya pendampingan dalam 
penguatan dan pengembangan usaha UKM masih terbuka 
untuk dijalankan.  
Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan 
dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, 
antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan 
Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan 
yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan 
formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM), 
LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis 
pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar 
lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi 
alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat 
sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan 
lembaga-lembaga keuangan, Potensi yang cukup besar 
tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, 
karena LKM masih menghadapi berbagai kendala dan 
keterbatasan antara lain aspek kelembagaan yang 
tumpang tindih, keterbatasan sumber daya manusia dalam 
pengelolaan LKM dan kecukupan modal, Upaya untuk 
menguatkan dan mengembangkan LKM sebagai salah 
satu pilar sistem keuangan nasional, diantaranya yang 
mendesak adalah menuntaskan RUU tentang LKM agar 
terdapat kejelasan dalam pengembangan LKM. Serta 
komitmen pemerintah dalam memperkuat UKM sebagai 




Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki 
peran strategis sebagai intermediasi aktivitas 
perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa 
pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional. 
Secara faktual pelayanan LKM telah menunjukkan 
keberhasilan, namun keberhasilannya masih bias pada 
usaha-usaha ekonomi non pertanian. Skim perkreditan 
LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu 
ditandai oleh relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk 
mendukung usahatani, yakni kurang dari 10 % terhadap 
total plafon LKM. Faktor kritis dalam pengembangan 
LKM sektor pertanian terletak pada aspek legalitas 
kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan seed 
capital, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik 
usahatani dan bimbingan teknis nasabah atau pengguna 
jasa layanan LKM. 
 
Saran 
Untuk memprakarsasi penumbuhan dan 
pengembangan LKM pertanian diperlukan adanya 
pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon 
pengelola LKM, dukungan penguatan modal dan 
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